
GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
1 5  

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG 

RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan 
luasan prioritas pengembangan komoditi perkebunan untuk 
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan 
Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum 
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; 

b. bahwa berdasakan permohonan yang disampaikan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat maka 
Lampiran Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubemur 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan 
Perkebunan Berkelanjutan; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalima.ntan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensia Nomor 3478); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 
2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5613); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3586); 

1 1 .  Peraturan Menteri Negara Lingk:ungan Hidup Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable 
Palm Oil Certification System / ISPO) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 432); 
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Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
141/Kpts/HK.150/M/2/2019 Tanggal 25 Februari 2019 
Tentang Komoditas Binaan Lingkup Kementerian Pertanian; 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggelolaan 
Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG 
REN CANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 
BERKELANJUTAN. 

Pasal I 

3 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana 
Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut : 

( 1 )  Ketentuan ayat (2) Pasal 1 1  diubah, sehingga Pasal 1lberbunyi sebagai berikut : 
Prioritas pengembangan komoditi perkebunan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 huruf c terdiri atas : 
a. Komoditi unggulan berupa : 

1. kelapa sawit; 
2. karet; 
3. kelapa; 
4. kakao; 
5. lada; dan 
6. kopi. 

b. Komoditi yang termasuk didalam aneka tanaman lainnya berupa : 
1. cengkeh; 
2. kemiri; 
3. aren; 

4. pinang; 
5. tebu; 
6. sagu; 
7. kapuk; dan 
8. pala. 
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(2) Pengembangan komoditi perkebunan di Kalimantan Barat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada tiap Kabupaten/Kota dilakukan perubahan 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan. Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal L t  

A.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;[l 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal S J  

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
PROVNSI KALIMANTAN BARAT, 

74%. SUKALIMAN 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 
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